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BUPATI BUTON TENGAH

PERATURAN BUPA™I BUTON TENGAH
NOMOR {9. TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN JENIS DAN HARGA DASAR BAHAN
MINERAL BUKAN LOGAIM DAN BATUAN DALAM WILAY AH
BUTON T “NGAH TAHUN 2020

BUPAT] BUTON TENGAH,

a  bahva untuk tertibnva penzolihan bahan mineral bukan logam dan
batu.n sebagai salal satu jeais penerimaan melalui sektor pajak, maka
dipandang perlu m:netapkan jenis dan harga dasar mineral bukan

logain dan batuan de am wilayah Kabupaten Buton Tengah;

b bahva sehubungan dengan mcksud pada huruf a perlu menetapkan

Peraturan Bupati Bu:n Ten:ah

1. Unding-Undang Notior 11 Talun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pertambangar (Lem»aran Negara Republik Indonesia Tahun

1967 Nomor 22, Tambahan |_embaran Negara Nomor 2831);

2. Undang-Undang Ncaor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keunzan antara Pusat dan Daierah (Lembaran Negara Republik
Indoresia Tahun 204 Nomnor 126, Tambahan Lembaran Negara

Repu slik Indonesia Momor 443¢);

4. Undang-Undang Noor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (L¢ nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 130

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



10.

11

12

13

. Undang-Undang !\ omor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengolaan Lingku-2n Hicup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talun 2009 Nomor 14C, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 5 59);

Undang-Undang “omor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Kabupaten Buton ‘[:ngah di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran
Negara Republik ndonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5562);

Uncang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Sebigaimana telah liubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang
nonor 12 tahun 200 tentang 'emerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesi:. Tahur 2008 Nomor 59) Tambahan Lembaran
Negara Republik In:onesia Nomor 4389);

Peraturan Pemerint:h Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggung Jiuwaban Kzuangan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20)0 nomor 202, Tambahan Lembaran
Negura Republik Indonesia Nomor 4022 );

Peraiuran Pemerintal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
( Lembaran Negar: Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerinta - Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembarar Negarc Nomor 4139);

Peratiran Pemerintz)) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusin Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemecrintah Daerah <abupaien / Kota ( Lembaran Negara Republik
Indoresia tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 4737);

Peraturan Daerah K:bupaten Futon Tengah Nomor 6 Tahun 2016
tentar g Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Keputusan Menteri Jalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistern Administrasi Pajak, Rctribusi dan Penerimaan Pendapatan
Lain-|ain.



BAB !
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan B ipati in' yang dimaksuc! dengar

1
2,

3.
4.

Daerah adalah Kabupatcn Buton Tenga -

Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Duerah

Bupati adalah Bupati Buton Tengah

Pajak Daerah ad:lah kontribusi wajib ke¢ ada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa derdasarkan undang-undarg, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan diginakan untuk keperluan daerah ba 3i sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

. Pajak Mineral Bukan 1 ogam dan Bat.in, yaig selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas

kegiatan pengambilan m neral bukan log; m dan ba uan baik dari sumber alam di dalam dan atau
permukaan bumi Jan ata:i laut untuk dimranfaatkan

. Mineral Bukan Logam can Batuan adal: 1 mineral bukan logam dan batuan diluar panas bumi,

minyak dan gas bumi, scrta air tanah scbagaimani di maksud di dalam peraturan perundang-
undangan di bidang mine al dan batubare

BAB 11
NAMA, OBJE - DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

(1) Dengan nama Mineral Bukan Logam < n Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan

mineral bukan locam dan batuan baik « ri sumber alam di dalam dan / atau permukaan bumi
untuk dimanfaatkan

(2) Pajak Mineral Bukan Losam dan Batuar: sebagaim:na dimaksud pada ayat (1) adalah pungutan

daerah atas kegiatan pengambilan miner:l bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di
dalam dan/atau pe rmukaan bumi untuk di nanfaatkaa

BAB I
DASAR PENGINAAN, TARIIF DAN (CARA PERHITUNGAN PAJAK

2asal 3

(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ay«: (1) dihitung dengan mengalikan volume hasil

pengambilan dengiin nilai pasar atau harga standa- masing-masing jenis Mineral Bukan Logam
dan Batuan

(3) Nilai pasar sebagai nana d maksud pada ay t (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi

setempat di wilayal daeral

(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukin Logam dan Batuan sebagaimana

dimaksud pada aya! (3) sulit diperoleh, digiinakan haiga standar yang ditetapkan oleh Instansi
yang berwenang dalam bidang pertambang.in mincral bukan logam dan batuan



BA3 1V
.ENIS HARGA
Pasal =
(1) Menetapkan Jenis dar Harga Dasar Bahan Mincral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah

Buton Tengah Tahun 2020, sebagaim:i a tercantt m dalam Lampiran Keputusan ini ;

(2) Harga Dasar sebagaimna dimaksud d: am dik:turn KESATU dikenakan 20% Penggunaan
Bahan Mineral Bukan Logam dan Bat. an padi R AB Pembangunan ;

(3) Harga Dasar sebagaimana yang dimalisud dalam diktum KESATU merupakan pedoman untuk
menyesuaikan pada Pcrhitungan Pajal: Mine-al Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Buton
Tengah ;

(4) Harga jenis bihan yang belum terca - um dalam lampiran keputusan ini, penetapannya dapat
dilaksanakan scsuai hirga yang berlak u setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati
Kabupaten Buton Tengah ;

(5) Penetapan harga dasar sebagaimana yang dimaksid pada lampiran Keputusan ini dapat ditinjau
kembali setiap ¢ ( Enain ) bulan untuk : isesuaikan dengan perkembangan atau kewajaran harga ;
BAB IV
KETEN TUAN PIENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada t:1ggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundaangan perturan bopati ini (engan menetapkannya dalam berita Daerah

Kabupaten Buton Tengah.
- Diretapkan di Labungkari
mm——— [ . pada tanggal 9[[—4— 2020
deoa
Asitev O | EUPATI
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ABAs HOEOM | L UDDIN

Diundangkan di Labungkari
Pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN Bl TON TEMNGAH,

KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUI'ATEN BUTON TENGAH TAHUN 2020 NOMOR ......



LAMPIRAN PERATURAN BU PATI EUTON TENGAH

NOMOR
TANGGAL

TENTANG :PE“ETAFAN JENIS DAN HARGA DASAR
MIY“ERAIL B JKAN LOGAM DAN BATUAN
DAILAM WILAYAH BUTON TENGAH

TAHUN 2020
- . o HARGA
NO | JENIS MIN) RAL BUSAN | DASAR | KETERANGAN
| LOGAMDIANBATUAN (Rp)
I | TANAH 9.750 Per
2. | PASIR 35.750 b
3. | BATU 35.750 Per i
4. | BATU KAP R 13.560 D3
5. | KERIKIL PECAH 84.500 S
6. | SIRTU 35.100 Per
7. | TASIRTU 32.500 Per m’

BUPATI BUTON TENGAH,
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